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BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR:35 

Menfmbang 

Mengfngat 

PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR 35 TAHUN 2011 

TENTANG 

IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT 

DI LING!(UNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OEMAK, 

TAHUN 2011 

a. bahwa untuk menfngkatkan eflsiensi, efektifltas, transparansl, 

persalngan usaha, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

pengadaan barang~asa, pertu melaksanakan pengadaan 

baran~asa secara elektronlk (E-Procuremenf); 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dlamanatkan bahwa 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jaaa secara elektronlk untuk 

sebaglan/seluruh paket-paket peke~aan dlmulal Tahun 

Anggaran 2012; 

c. bahwa berdasarkan pertfmbangan sebagaimana dlmaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka pertu menetapkan Pera.turan 

Bupati tentang lmplementasi Sistem E-Procurement tll 

Llngkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provins! Djawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dart Korupsl, 

Kolusl, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republlk lndonesfa 

Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 3851,k" 



Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun '2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan lembaran Negata Republlk Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan,g Pemer;lksaan, 

Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara- Republik Indonesia Tahun 2004 · Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasl dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 4843); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang_ Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 4389); 

8. Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 1- · 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM 

E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DEMAK 

SABI 

KETENTUAN UMUMY" 



Pasal1 

Dalam Peraturan Bupatl lril yang dimaksud dengan : 

1. Oaerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemertntah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur 

penyelenggara Pemertntahan Daerah. 

3. Bupatl adalah Bupatl Demak. 

4. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Demak. 

5. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya dlsebut pengadaan 

barang{jasa adalah keglatan pengadaan barang{jasa yang diblayal dengan 

APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedla 

barang{jasa. 

6. · £-Procurement adalah proses pengadaan barang{jasa Pemerintah yang 

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan 

memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan infonnasl yang · mellputl 

pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan 

Pengadaan Secara Elektronlk (LPSE) melalui www.lpae.demakkab,qo,ld. 

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya dlslngkat LPSE adalah 

unit pelaksana teknls yang melayani proses pengadaan bapsngljasa, dalam 

pelaksanaan sistem dan domain e-Procurament di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak. 

a. LPSE Pusat adala~ unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung 

jawab Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah, yang bertugas 

secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement. 

9. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemeriritah Kabupaten Demak. 

10. Lembag~ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya dlslngkat 

LKPP adalah lembaga pemerlntah yang mempunyai tugas u!)tuk melakukan 

pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang{jasa pemerlntah. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 

dlangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagal pemlllk 

pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang{jasa. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsl 

SKP? yang diplmplnnya at9Vjab:t yang disamakan pada institusi lain 

pengguna APBN/APBD. ,f- • 
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,/ · 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 

L 

dltunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran SKPD. 

14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya dlsingkat ULP adalah unit yang 

bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barangfJasa yang 

dllaksanakan Pemerlntah Oaerah dan mengkoordinasikan semua keglatan 

penyelenggaraan pengadaan barangf)asa pada SKPD. 

15. Panltia Pengadaan Barang/Jasa adalah tlm yang diangkat oteh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedla 

barangf)asa. 

16. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah tlm yang 

terdlrl dari Pejabat Fugslonal Pengadaan yang bertlndak sebagal panltla 

pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedla barangf)asa 

di dalam ULP. 

17. Pejabat Fungsional Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 

bersertlflkat keahllan pengadaan barangfJasa yang ditugaskan · untuk 

meiaksanakan pengadaan barangf)asa pemerlntah oleh Bupati. 

18. Penyeclla barangf)asa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 

keglatan usahanya menyedlakan barangf)asa. 

19. Pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya dlsebut 

Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem a-Procurement. 

20. Reglstrasl adalah proses pendaftaran penyeclla barangf)asa untuk mendapatkan 

kode akses (user Id dan password) ke dalam sistem aplikasl Layanan 

Pengadaan Secara Elektronlk. 

· 21. Verlflkasl adalah proses penentuan kelayakan penyeclia barangf)asa oleh LPSE 

melalui mekanlsme kontrol secara asas nyata dalam proses 

reglstrasl/pendaftaran calon penyeclia barangf)asa yang meliputl persetujuan 

· password dan penyampalan notifikasi persetujuan. 

22. Tanda Tengan Elektronlk adalah tanda tangan yang terdlrl atas lnformasl 

elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkalt dengan informasi elektronlk 

lalnya yang dlgunakan sebagai alat verlflkasl dan otentiqsl. 
I 

23. Dokumen Elektronik adalah s!'tlap informasi elektronik yang dibuat, dlteruskan, 

dlklrlmkan, dlterlma, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optlkal, atau sejenisnya, yang dapat dllihat, ditampllkan, 

dan/atau perforasl yang memilikl ~~a atau arti dapat dlpahami oleh orang 

yang mampu memaharyilnya. ct • · · 



24. Messag Diggest 5 yang selanjutnya disingkat MD5 adalah suaru metoctologl 

untuk m mberi Jamlnan bahwa dokumen elektronik yang dlklrim akan sama 

dengan okumen elektronlk yang dlterima, hal lni dengan membandlngkan '.sldlk 

jari' atau 'Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebul 

25. User ID dalah nama atau pengenal unik sebagai identltas diri dari Pengguna 

yang dig nakan untuk beroperasl di dalam sistem a-Procurement. 

26. Passwo adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna 

untuk m mverifikasl User ID kepada sistem a-Procurement. 

27. Kode El ktronlk atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter lalnnya 

atau ko binasl dlantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses 

kompute dan/atau slstem elektronik lainya. 

BASIi 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk 

penerap n sistem a-Procurement di lingkungan Pemerintah Oaerah. 

(2) Tu]uan itetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan eflslensi, 

efektlvit • transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

pengada n barang~asa. 

BAB Ill 

RUANG LINGKUP 

Pasal3 

Ruang llngk Peraturan Bupati lnl adalah a-Procurement di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

BABIV 

ETIKA E-PROCUREMENT 

Paaal4 

(1) Semua lhak yang terkait dengan pelaksanaan a-Procurement wit]lb mentaatl 

etlka d n ketentuan peraturan perundang-undangan di bldang pengadaan 

barang~ sa. 

(2) Dalam elaksanakan pengadaan a-Procurement, semua plhak wa}lb: 

a. men) ga kerahaslaan dan menrega~nyalahgunaan kode akses yang 

terdl dari User ID dan Password;,..,. ':'\ . 



b. menjaga kerahaslaan dan mencegah penyalahgunaan. data dan lnformasl 

elektronik yang tldak dlperuntukan bagi umum. 

(3) Semua pihak dilarang : 

a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; 

b. mencuri inforrnasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e­

Procurement. 

BABV 

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT 

. Pasal 5 

(1) Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari : 

a. P,ejabat F'embuat Komitmen (PPK); 

b. ULP/PanltiaPengadaan; 

c. Penyedia Barang/Jasa; 

d. LPSE. 
I 

(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ULP/Panltia Pengadaan dan Penyedla 

Barang/Jasa adalah aebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

tentang pengadaan barang/Jasa. 

BABVI 

LPSE 

Baglan Pertama 
Pembentukan 

Pasal6 
(1) Oalam rangka pelaksanaan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah 

Oaerah dlbentuk LPSE. 

(2) LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dltetapkan dengan Peraturan Bupatl. 

Baglan Kedua 
Tugas dan Fungal 

Pasal7 
(1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas mengelola slstem e­

Procurement di llngkungan Pemerintah Oaerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE 
mempunyai fungsl : 
a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di llngkungan 

Pemerintah Oaerah; 

b. pelaksanaan pelatlhanltmining kep11da Panltia/Pejabat Pengadaan/ULP dan 
Penyedla Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procuremr 1- . 

, .. 
! 



I 

c. pelaksanaan pelayanan kepada Pokja ULP/Panitla Pengadaan di llngkungan 
Pemerlntah Daerah dan Penyedia Barang/Jasa; 

d. sebagai media penyedla informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayanl 
Pokja ULP/Panltla Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berttaltan 
dengan slstem e-Procurement; 

e. sebagai penyedla informasi dan data yang berttaitan dengan proses 
pengadaan barang~asa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk 
kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; 

f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; 

g. pelaksanaan evaluasl dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan ole~ Bupati sesual dengan 

tugas dan fungslnya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagl 
keglatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh lnstansi yang mempunyai 
kewenangan untuk itu dan instansl lain sesuai peraturan peruridang-undangan 
yang berlaku. 

Baglan Ketiga 

Tim Pengelola LPSE 

Pasal8 

(1) Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi LPSE dlbentuk Tim Pengelola 

LPSE. 

(2) Tim Pengelola LPSE sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal9 

(1) Tim Pengelola LPSE sebagalm~na dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari : 

a. Pengarah; 

b. Kepala LPSE; 

c. Sekretariat; 

d. Bldang Admlnlstrasl Slstem lnformasi; 

e. Bldang Registrasl dan Veriflkasi; 

f. B1dang Layanan Pengguna, dan 

g. Bldang Pelatlhan dan Soslalisasi. 

(2) Personll Tim Pengelola LPSE harus memenuhl persyaratan sebagal berikut : 

a. memlllki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas; 

b. memahaml keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 
' 

c. memahami jenls pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang "I" 
1" . 



------------

bersangkutan; 

d. memahaml prosedur sistem e-Procurement. 

(3) Tugas dan fungsl Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati. 

BABVII 

TATA CARA PELAKSANAAN E•PROCUREMENT 

Baglan Pertama 

Standar Prosedur Operaslonal Slstam E•Procurement 

Paaal10 

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barangfJasa pemerintah secara elektronlk, 

dlgunakan metode pemllihan penyedia barangfJasa sebagai berikut: 

a. metode e-Lelang pengadaan barangfJasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) 

file; 

b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; 

c. metode e-Lelang pengadaan barangfJasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file; 

d. metode e-Lelang pengadaen barangfJasa prakualifikasi dengan 2 (due) file 

(2) Mekenisme dan prosedur pelaksanaan e-Lelang pengadaan · barang/jasa 

sebegelmane dimaksud pada ayat (1) adalah sebegaimana tercantum dalam 

Lamplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl lnl. 

Pasal11 

(1) Proses e-pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalul apllkasi 

www.lpse.demakkab.qo.ld. 

(2) User Id dan password seluruh pengguna sistem , e-pengadaan di lingkungan 

Pemerlnteh Deerah merupaken representasl deri pengguna 
1

den terasoslesi 

'- terhadap seluruh aktlfltas delam e-pengadean. 

(3) User Id dan password sebagalmana dimaksud pada ayat (2) terasoslasl terhadap 

seluruh dokumen elektronlk yang dikirlm ke sistem e-pengadaan, sehlngga dlakul 

sebagal salah setu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut. ' 

(4) Otentikasi dokumen elektronik di e-pengadaan mengguneken metodelogl MOS 

yang menghasilkan . kode elektronik atau hash key yang unik bagl tlap.tiap 

dokumen elektror:ilk, sehlngga apabila penyedla barang/jasa teleh memberlkan 

persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronlk yang 

dlkirlmkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh slstem e-pengadaan 

berdasar hash key yang dlhasilkan dari metodelogi MOS sesual pada lamplran, 

maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatanganl dokumen tersebut . 

secara elektronik. ,,- • ~ ' · ,: 



I 

(5) Seluruh dokumen elektronlk sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuall dokumen yang harus 

dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

lnformasl dan Transaksl Elektronik. 

Baglan Kedua 

Pusat lnformasl LPSE 

Pasal12 

(1) Semua data dan informasl yang disimpan LPSE diumumkan di website LPSE 

dan LPSE Pusat. 

(2) Seluruh informasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan ke pusat 

informasl pengadaan barang~asa nasional yang disupervlsl oleh LKPP. 

Baglan Ketlga 

Blaya Operaslonal LPSE 

Pasal13 

Semua blaya yang tlmbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak. 

Baglan Keempat 

Pengaduan 

Pasal14 

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut: 

a. pengaduan dart masyarakat dan/atau penyedia barangljasa dapat dilakukan 

melalui fasilitas dalam slstem e-Procurement dan dapat dlakses oleh plhak yang 

ter1<alt; 

b, LPSE wajlb meneruskan laporan pengaduan dart masyarakat • atau penyedla 

barang~aaa. kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE ter1<ait. 

Pasal15 

LPSE wajlb melapor1<an kepada PA, KPA dan, PPK jika dltemukan penylmpangan­

penylmpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronlk dengan 

· tembusan kepada lnspektur Pe~tah Kabupaten Oemak dan Kepala ULP 

Pemertntah Kabupaten Demak. .+ • 



I 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasaf 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini deng,rn penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Demak 

SEK. 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal ::i.& t"O~Wl \-;)er ~ l 

BUPATI DEMAK 
TTD 

TAFTA ZANI 
Diundangkan di Demak 
pada tanggal 28 Nopember 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TTD 
POERWONO SASMITO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 35 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Mengetahui 

Kepa~ukum 

Windu Sunardi, Sh. Mh 

Nip. 19591111 198607 1 001 

POE/ll~ASMITO 
r 

SERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 201 ·1 NOMOR 35 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR ~r; 'l"f\ttllr1 .'l0C 
TANGGAL 'AJ rt))ttn't,lr ;o11 

MEKANISME DAN PROSEDUR 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK 

01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OEMAK 

A. PENGGUNA SISTEM 

Pengguna (user) Slstem adalah pihak-pihak yang menggunakan apllkasl 
I ' 

pengadaan barang~asa pemerlntah secara elektronik meliputi : 

1. Publlk, adalah badan usaha atau orang perseorangao yang bennlnat untuk 

menjadl peserta lelang' pengadaan barang~asa. 

2. Pengelola LPSE, · adalah pengelola sistem infonnasi layan~n pengadaan 

barang~asa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagal Certificate Authority 

(CA) dan Verifikator. 

3. Certificate Authority memberlkan jaminan keamanan balk kepada penyedla 

barang~asa maupun Pokja ULP/panitia pengadaan. CA memberlkan -kepastlan ,; 

. kepada penyedla barang~asa bahwa dokumen penawaran yang dlklrimkannya 

tldak dapat dibuka oleh panitia pengadaan /unit layanan pengadaan sebelum 

tanggal yang ditentukan. 

4. Verlfikator, adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik 

menjadl ri:?kanan. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 

dlangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagal pemllik 

pE1kerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang~asa. 

6. Panma Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pe~illhan penyedla 

barang~asa. 

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang . , 

bertugas menyelenggarakan seluru~ pelayanan pengadaan barang~asa yang 

dilaksanakan Pemerlntah Oaerah dan mengkoordinaslkan • semua keglatan 

penyele~ggaraan pengadaan barang~asa pada SKPO. 

8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perHOrangan yang 

keglatan usahanya menyedlakan barang~asa. 

B. ALUR PROSES 

Alur proses aplikasl pengadaan barang~asa pemerintah secara elektronlk terbagl 

menjadl 3 (tiga) baglan besar, yaitu: 

1. Pendaftaran Penyedia barang~asa;, 

2. Perslapan pengadaan; 

3. Pelaksanaan pengar : -,.. · 



\...., 

,-----------·--· --·· .:~ ---- - - .. _ ...... --------·····-·· ~------

-· "'"'""".,. ..-1.c,,11111 pengaaaan oarangtJasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) 

file; 

b. metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; 

c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasl dengan 1 (satu) file; 

d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file; 

B.1. Pendaftaran Penyedla BaranglJasa 

Untuk menglkuti aplikasi pengadaan barang/jasa pemerlntah secara elektronik, 

terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk 

menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. 

Alur proses pendaftaran penyedla barang/jasa digambar1tan dalam diagram berikut : 

Penyedla Barang/Jasa LPSE (Verlflkato,., Certificate Authhorlty 

Mulai 

l 
· Mendaftar (Registrasl) 

l 
I 

Download formuffr 
pendaftaran I 

l 
I 

Mengtsl dan mencetak 
I 

' 
Formullr pendaftaran 

l 
Menglrtm formullr Verifikasl formullr 
pendaflaran dan ... ➔ pendaftaran 

berkas pendukung dan berkas pendukung 

Login 

u 
<fl" 

•[ 

-
( 



Penyedla Barang/Jasa 

Menerlma notlflkasl 
Tanda ditolak t+--+---, 

Selesai 

Download 
LPSE-c/ent 

lnataR apllkasl 
LPSE-<:tlent 

Isl fonn dan klrlm 

Menerlma notlfikasl 
Untuk perbalkan data 

Update certiflkas/ 

LPSE (Verlflkato,, 

Menglrlm nontlfikasl 
Tanda dltolak 

Membuat user 

Menglrlm notlfikasl 
Untuk download 

LPSE-d/ent 

Certfflcate Authhorlty 



.,.,., r-urstapan 1.e11ng 

Oalam perslapan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat keglatan 

pambentukan, Pokja ULP/panltia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, 

dan1 pengumuman pengadaan kepada penyedla barang~asa melalul apllkasl 

Layanan Pengadaan Secara Elektronlk. 

Perslapan lelang melibatkan Pengelola LPSE sebagai Agency, PPK, dan 

Pokja ULP/Panitia Pengadaan, 

Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut : 

LPSE (Agency) 

Mulai 

Login 

Mendaftar PPK dan 
Panltla 

PPK 

Login 

Menetapkan paket 

Pokja ULP/Panltla 
Pen adaan 

Menentukanllstem 
Pengadaan,dok 

lelllng,HPS 

Minta perwtujuan 
DartPPK 



B.3. Pelaksanaan Pelelangan, 

Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedla Barang/Jasa, Pokja 
I ' ULP/Panitia Pengadaan, dan PPK. 

Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut : 

B.3.1. e - Letang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file 

Penyedla Barang/Jaaa 

Login 

Menear! Pengumuman 
lelang 

Mendaftar lelang 

Pokja ULP/Panltla 
Pen adaan 

Minta Persetujuan PPK 

Membuat addendum 
dokumen lelang 

Upload addendum 
dokumen lelang 

PPK 



Penyedla ~•rang/Jasa 

Upload dokumen 
Penawaran dan 

Menglrtm kualillkasl 

Penayangan 
Hasll evaluasl 

Admlnlstrasl dan 
Teknlsthd 3 

Penawar 
terendah 

Penayangan 
Hasn evaluasl 

blaya 

Penayangan 
Hasll evaluasl 

kualillkasl 

Pokja ULP/Panltla 
Pen adaan 

Pembukaan dokumen 
penawaran 

Evaluasl admlnlstrasl 
dan teknls thd 3 

Penawaran terendah 

Evaluasi Biaya 

Evaluasl Kuallflkasi 

PPK 



Men]awab 
Sanggahan 

Banding (manual) 

Menylnhbnclatll 
Olenft (lllffll8I) 

Gugur 

MembuatSPPBJ 

Seleaal 

a-
-,.. 



,; 

B.3.2. e-Lelang pengadaan barang~asa pascakuallfikasi dengan 2(dua) file 

Penyedla Baran9f Jasa 

Login 

Menear! Pengumuman 
lelang 

Mendaftar lelang 

B 

Pokja ULP/Panltla 
Pen adaan 

Mirna Persetujuan PPK 

Membuat addendum 
dokumen lelang 

Upload addendum 
dokumen lelang 

PPK 



Penyedla Barang/Jasa 

Upload dokumen penawaran 
me1 (eatu) (Admlnlstrasl den 
teknls)dan penawaran me 2 

(dua) (penawaran harga) 

Penayangan 
Haan evaluaal 
admlnlstrasl 
dEn teknls 

Penayangan 
hasn evaluasl 

blaya 

Penayangan 
Hasll evaluasl 

kuallflkasl 

Pokja ULP/Panltla 
Pen adaan 

Pembukaan 
dokumen me 2 (dua) 
(penawaran blaya) 

Evaluasl Blaya 

PPK 



• 

BUPATI 

Menjawab 
Sangglhan 

Banding {manual) 

Penyedta Barang/Jasa 

Tidak 

Menyerahkan data 
otentlk (manual) 

Mengtitm ...,.., 

Tidak 

Pembllktlan kuallllkaei 
atlon pemenq 

pertan,a dat (manual) 

Usulancalon 1 

pemenang 

Mlntapeqelujuan 
Oafl PPK 

PPK 

Membuat SPPSJ 



♦ ----·, i:,,;,,;,, EH.e1ang pengadaan barang~asa prakuallfikasl dengan 1 (aatu) file 

Penyedll Barang/Jasa 

Mulai 

Login 

Menear! Pengumuman 
lelang 

Mendaftar lelang 

Download dokumen 
prakuallfikasl 

Menglsl dokumen 
prakuallfikasl 

Upload dokumen 
prakullllftkasl 

Pokja ULP/Panltla 
Pen adaan 

Evaluasl prakuallfikasl 

Minta persetujuan dari 
PPK 

Pengumuman hasll 
prakuallllkasl 

PPK 

Tld k 



• 
Penyedla Barang/Jan 

Menglrtm sanggahan 
prakuallllkasl 

Download dokumen 
lelang 

Menglrtm ·pertanyaan 
tentang dokumen lelang 

Download addendum 
dokumen lelang dan 

Upload dokumen 
penawaran 

Upload dokumen lelang 

Menjawab pertanyaan 

Membuat addendum 
dokumen ~lang 

Upload addendum 
dokumen lelang 

Pembukaan dokumen 
penawaran (admln!Wasl, 

teknls dan harga) 

E 

Tidak 

PPK 

Menjmb unggahan 
prakuallllknl 



... 
♦ 

Penyedla Barang/Jasa 

Penayangan 
hasll evaluasl 
admlnlstrasl 
den teknls 

Penayangan 
hasn evaluasl 

blaya 

Penayangan 
hasD evaluasl 

kua11ftkasl 
Tldak 

Pembuktian kuallfikasl 
calon pemenang pertama 

(manuaQ 

Usulan calon pemenang 

Minta persetujuan dar1 PPK 

PPK 

P4'!1etapen Pemenang 

L_ ____ __J_ _____ __._ ____ ---:--,i,-



♦ -
BUPATI 

Menjawab 
sanggahan 

banding 
(manual) 

Menyampalkan 
dokumen 

pendukung 
peuawaran 
(hardccpyJ 

PokJa ULP/Panl!Ja 
Pen adaan PPK 

Menjawab 
aangg■han 

Membuat SPPBJ 

Penandltanganan 
lcontrak 



4 

Penyedia Barang/Jasa 

Mengirim sanggahan 
pemenang 

Tidak 

Menyampaikan dokumen 
pendukung penawaran 

(hard copy) 

Pokja ULP/Panitia 
Pen adaan 

Tldak · 

Menjawab sanggahan 
pemenang 

PPK 

Membuat SPPBJ 

Tandatangan kontrak 

BUPATI DEMAK 



r 
I'----' 

Penyedia Barang/Jasa 

Mengirim sanggahan 
pemenang 

Tidak 

Menyampaikan dokumen 
pendukung penawaran 

(hard copy) 

Tidak 

Pokja ULP/Panitia 
Pen adaan 

Menjawab sanggahan 
pemenang 

PPK 

Membuat SPPBJ 

Tandatangan kontrak 

BUPATI DEMAK , 

~ 
No Jabatan Paraf 

1 Sekda 
I ' • 

2 Asisten II J! 
3 Kabag Huku1 n 'ii I 
4 Kabaa Pemb. -· i 


